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dikchendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengsn kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan 4.
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H. Kata Sandang Alif + Lam
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menggunakan huruf selanjutnya
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ABSTRAKSI

Secara umum, wewenang presiden dapat dibagi dalam tiga varian:
yudikatif, eksekutif dan legislatif. Wewenang yudikatif misalnya saja adalah
memberikan grasi. Sedangkan wewenang legislatif adalah misalnya membuat
undang-undang. Sementara wewenang eksekutif berkaitan dengan kebijakan
presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi presiden dalam hal ini
menggenggam tiga kekuasaan yang menjadi landasan pijak asas trias politica.

Berbicara wewenang presiden dalam memberikan grasi ada semacam
kesejajaran (juktaposisi) dengan ampunan yang bisa dilimpahkan khalifah —dalam
wilayah hukum Islam- kepada pihak terpidana dalam masalah-masalah tertentu.
Walaupun tidak bisa disamakan secara persis dalam semua dimensinya, tetapi
substansi dari kedua institusi ini masih bisa dipertemukan pada satu titik, yakni
ampunan terhadap orang yang sudah melakukan perbuatan pidana. Pembahasan
ilmiah dalam skripsi ini lebih berkonsentrasi untuk menyoroti masalah grasi
dalam tinjauan figh siyasah yang merupakan disiplin hukum Islam dalam dunia

itik Sehingga dari situ akan bisa dilihat sampai sejauhmana grasi dapat
disbsshkan oleh figh siyasah dan apakah mekanisme grasi yang sclama ini
dipegang oleh presiden di Indonesia sudah bisa mencerminkan prinsip-prinsip
figh siyasah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang mengacu pada bahan
bahan tertulis sebagai data utama. Untuk data sendiri diklasifikasi menjadi tiga
bagian: data primer, data sekunder dan data tertier. Data primer adalah data-data
ymgbeismghnpuutdenganmasalahgrasibaiksecaralangsung ataupun tidak.
Sethnghndahsekunderadalahdataymgb@rhubmganeratdengandatapﬁmer,
sekaligus merupakan penjelas ataupun pendukung dari data primer. Data tertier
adalah adalah data-data penunjang data primer dan sekunder, seperti koran,
majalsh ensiklopedi dan sejenisnya. Untuk pendekatan yang dipakai dalam
penelitian ini, penyusun menggunakan normatif-sosio- yuridis. Analisis yang
dilakukan adalah dengan memanfaatkan instrumen deduktif. Sebuah prinsip
umum yang nantinya akan diturunkan pada kasus-kasus khusus.

Setelah melakukan penelaahan ilmiah pada seluk beluk grasi dengan
menggunakan kacamata figh siyasah, penyusun akhirnya bisa merangkum sebuah
analisis sebagai berikut: grasi sebagai sebuah institusi kalau ditinjau dari figh
siyasah dapatish diabsahkan tetapi dengan syarat harus sepenuhnya berlandaskan
pada kemaslahatan terpidana dan korban dari tindak pidana tersebut. Sebelum
memberikan grasi, presiden harus melakukan pendeteksian tentang duduk
masalsh yang scbemamnya schingga nantinya grasi yang diterbitkan tidak
bertentangan dengan asas keadilan yang sangat dijunjung tinggi.

Sementara itu, demi efektifitas dan efisiensi, grasi hanya bisa diberikan
kepada pihak terpidana yang masa hukuman penjaranya dua tahun atau lebih.
Den dalam hukum Islam, grasi hanya bisa diterbitkan oleh khalifah dalam wilayah
hukuman ta’zir. Untuk masalah tindak pidana yang berkenaan dengan hak Allah,
khalifah tidak berhak untuk mencampuri dengan grasinya. Sedangkan dalam
domainﬁndakpichmymgbemﬁandenganhakmanusia,khalifahjugaﬁdakbisa




semena-mena menurunkan grasinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan
korban tindak pidana selain pelaku pidana.

Berbagai pertimbangan yang perlu disimak oleh presiden adalah dari
pihak Mahkamah Agung dan sejumlah institusi yang menangani masalah ini.
Karena presiden harus tahu betul duduk persoalannya sehingga tidak salah
langkah. Pertimbangan lainnya yang penting diperhatikan presiden ketika
memberikan grasi kepada terpidana adalah: berkelakuan baik selama dalam
penjara, sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, mempunyai jasa kepada negara,
sekaligus penyesalan yang mendalam (taubat). Hal itu senafas dengan asas figh
siyasah yang mempertimbangkan kemaslahatan dan latar belakang kondisi sebuah
kebijakan harus dikeluarkan. Kalau sebuah kebijakan itu lebih banyak aspek
maslshahnya maka langkah itu harus diteruskan. Tetapi kalau sebaliknya,
kebijakan itu harus diurungkan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum Tata Negara Indonesia mengenal pemisahan kekuasaan, di mana
masglah ini selalu dihubungkan dengan ajaran Montesquicu yang terkenal dengan
sebutan Trias Politika. Mgksud dari Trias Politika ini adalah membagi kekuasaan
nem menjadl tiga bagiaﬁ (Scheiding Van Machten) yang lazim disebut sebagai
kclmlsm legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dengan
dem!kiln, terkmdung pengeman bahwa badan-badan tersebut terpisah satu

dengln laimya lkan tetapi saling berhubungan.!
w yang lazim melakukan kekuasaan legislasi adalah perlemen

‘ "“’Makllan Rakyat dalam konteks Indonesia. Sedangkan kekuasaan

dan mengeluarkan segala kebijakan guna kescjahteraan

Lk

' lam, kekmsaan yudikatif dipegang oleh badan-badan

o , Sochino, /lw Negars, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), him.117



kata lain, antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan yang tidak
boleh saling melangkahi batas-batas yang telah ditentukan.”

Presiden, selain scbagai kepala pemerintahan juga, sekaligus merangkap
sebagai Kepala Negara®, ini tercermin pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945, yang berbunyi scbagai berikut: “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. *

Selaku kepala pemerintah (eksekutif), menurut UUD 1945 Presiden
Republik Indonesia mempunyai kewenangan sebagai berikut:

L - Memegang kekuasaan pemerintahan menurt UUD dan

didalam melakukan kewajibannya, ia dibantu oleh scorang

wakil Presiden.
2 Memegang kekuasaan membuat Undang-Undang dengan
persetujuan DPR.
3 Menetapkan peraturan pemerintah scbagai pengganti Undang-
~ Undang (perpu).
4 ‘ Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan

Undang-Undang scbagaimana mestinya.

2 Muh. Kwaardi, Susanan Pembagisn Kekusssan Menurut UUD 1945 (Jakarta,
Gramedia, 1978), him. 30 - 31

3 Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, Hukwm Tata Negara, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 80

* Ibid, him. 81



.. 109-110.

5. Mengangkat dan memberhentikan menteri.’

Adapun scbutan Presiden scbagai Kepala Negara dan sekaligus
kewajibannya dikemukakan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 22
yang berbunyi: “kckuasaan Presiden dalam Pasal ini ialah konseckuensi dari
kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara™.’

Selaku Kepala Negara, menurut UUD 1945. Presiden mempunyai
wewenang scbagai benkut

a "Mcmcgang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan

laut, angkatan udara dan kepolisian negara.

b ‘Melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. menyatakan

| perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan

negara lain.
c Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
d Mengangkat duta dan konsul.
e * Menerima duta negara lain.
£ - Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
g Memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.”

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.® Statemen ini tertera

dalam penjclassn UUD 1945 yang telah menegaskan bahwa negara Indonesia

" $C.S.T. Kamsil, Sistcm Pemeriataban Indonesis, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), him.

6 Abu Bakar Bwsro dan Abu Daud Busro, Hukum Tsts Negars..., him. 84

7C. S. T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesis. .., bim. 111-113




adalah negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan bukan berdasarkan
kekuasaan semata.”

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan,
pengurangan atau penghapusan pelaksana pidana kepada terpidana oleh Presiden.
Kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau
menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak
berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan rchabilitasi terhadap
torpidana,'®

Hal ini bukan berarti bahwa Presiden mencampuri urusan yudikatif
melainkan sebagai hak preogratif Presiden. Presiden sebagai Kepala Negara baru
memberikan grlst .Vapabila telah selesainya proses peradilan dan sescorang telah
 menjelani hukumsen.'' Presiden dalam memberikan grasi bukan semena-mena
sendirl, melainkan didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

a Kﬂpentingm keluarga terpidana.
b. Jasa terpidana bagi masyarakat.
c Terpidans menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

S |, Widarta, Nasksh Amandemen UUD 1945 tshun 2002, (Yogyakarta: Pustaka
Keadi, 2002), ke-III, him. 8

* Muh. Kwnardi, Susawan Pembagian Kekusssan Menwut UUD 1945 (Jakarta,
Gramodia, 1978), him. 64- 67

1% Sholeh Socadi, Perpu No. I Tahun 2002 Tentang Terorisme ditetapkan Presiden
Magawati, (Jakarta, Durat Bahagia, 2002), him 8

! Budiman B. Sagals, Praktek Sistem Ketatanegarsan Menurut UUD 1945 ( Jakarta,
Ghalia Indoncsia, 1982), him. 134



d. Terpidana selama dipenjara berkelakuan baik dan menunjukkan
penyesalan yang dalam."
Grasi bukan merupakan upaya hukum atau tindakan hukum yang terdapat
dalam KUHAP melainkan merupakan hak preogratif dari Kepala Negara.”
Demikian paparan grasi sekilas dari tinjauan hukum positif, sementara itu
terdapat tinjauan lain dari sudut pandang hukum Islam. Pada dasarnya, hukum
Islam pun mengenal pengampunan hukuman oleh Kepala Negara. Walaupun
tidek sama persis dengan hukum positif, akan tetapi hak grasi dalam Islam
Wyd kescrupaan dengan grasi pada hukum Indonesia. Sebagai contoh,
w Saw pernah memberikan pengampunan umum pada saat peristiwa
Fathu Makkah (penaklukkan kota Mekkah) kepada seluruh penduduk suku
Mekkab, khususnya Quraisy yang waktu itu masih kafir. Menurut tuntutan
scharwsaya mercka dihukum mati karena telah berani melancarkan peperangan
dongsm keum muslimin yang ada di Madinah. Tetapi dengan besar hati
Rasulullsh Saw bersedia untuk memberikan ampunan kepada mercka asalkan
meroka berjanji tidak mengulangi perbuatanya lagi. Konsep ini scjajar dengan

grasi dalam hukum positif kendatipun tidak sama persis'.

-~ 2 Made Dharma Weda, Kronik dalam Pencgakan Hukum Pidana (Jaksrta: Guna
wuynm), m 38

- 1 Qkripsi Uswatun Hasanah, “Grasi dalam Perspektif Hukum Islam " Studi terhadap
UU No.22 Tabus 2002 Testang Grasi( yogyskarta: Syari’ah, 2002), him. 8

“ Hwssin Haikal, Sejarahk Hidup Muhammad, Alih Bahasa Ali Audah (Jakarta:
Pustaka Jaya, 1974), him. 511




Rasulullah Saw juga pernah memberikan pembebasan tanpa syarat kepada
Abi Azzah al-Jumahi pada saat perang Badar. Kebolchan memberikan ampunan
ini ditegaskan dalam al-Qur'an. Allah berfirman:
A9 A W5y al il g p1ah Laly amg Ui Lad (JEg0 | gach pa galidl] 1Y) fa

15 g8ast Juiny (o Y ppan (1 91 (i g oy pSiimy gl (519 pgia Y ) $LEy

Grasi dalam Islam hanya berlaku dalam keadaan terpidana sudah divonis
untuk menjalani hukuman tertentu. Grasi juga diterapkan dalam kondisi si
terthukum sudah mendapatkan keputusan hukuman yang harus dijalani. Dalam
konteks ini, kecuali nabi memberikan ampunan yang diberikan sebelum adanya
ponjatuhan hukuman. Ini tidak dapat dilepaskan dari suasana politik pada waktu
itu, yaitu karena berkecamuknya perang. Suasana politik semacam ini membuka
pintu bagi sescorang yang scharusnya dijatuhi hukuman, dia bisa bebas dan tidak
monjaleal hukuman. Dengan kata lain, hukuman tidak dijatuhkan padanya. 16

Tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, pada masa khalifah ‘Umar juga
pernsh terjadi pemberian hukuman yang berbeda. Yakni ketika “Umar tidak
memberikan sanksi hukuman potong tangan kepada pencuri pada masa paceklik.
Padehal Allsh swt telsh berfirman:

oga 5038 di) g ) (5a YIS Lk Lay 15 Lol | gudelith 2l g (3 sl g

1S Mukammad (47): 4
16 usain Haikal, Sejarah Hidup Muhammad..., hlm. 513

17 Al-Maidsh (5): 38




Kepemerintahan Islam tidak mengenal pemisahan kekuasaan. Kekuasaan
negara Islam berpusat pada Kepala Negara. Kepala Negara Islam adalah hakim
tertinggi sekaligus kepala pemerintahan (cksekutif). Bahkan apabila dewan Syura
mengalami jalan buntu untuk memutuskan masalah, Kepala Negara berhak
mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, apabila Kepala Negara memberi
pengampunan hukuman, tidak dapat dikategorikan sebagai campur tangan ke
peradilan, karena Kepala Negara adalah hakim tertinggi Negara,'®

Berdasarkan pemaparan di atas, kiranya sudah dapat dipahami kenapa
peaywsun punya ketertarikan untuk mengangkat tema ini. Yakni belum
benysknya orang yang membahas grasi, apalagi tinjauan Figh Siyasah.
Nampekays hal ini cukup signifikan untuk diangkat dalam sebuah skripsi.

B. Pokok Masalah
Bertolsk dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, guna semakin
memfokuskan penclitian, maka pokok masalah yang hendak dlka_]l penyusun
| Bagaimanakah wewenang Presiden untuk memberikan grasi dalam
porspektif Figh Siyasah?
2, Bagaimanakah mekanisme pemberian grasi dalam perspektif Figh

Siyassh?

18 yesuf Al-Qardhawi, Pedoman Berncgars dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka
AlKautsar, tt. ), him. 101 — 106




C. Tujuan dan Kegunaa‘n Penclitian

Berdasarkan dari pokok masalah terscbut, maka tujuan dari penulisan
skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan wewenang Presiden dalam memberikan grasi dalam
perspektif Figh Siyasah.

2. Menjelaskan mekanisme Presiden untuk memberikan grasi dalam
perspektif Figh Siyasah.

Sedangkan hasil peneclitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa
kegumaan, di antaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan
pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususunya.
Schingga, dapat memberi dorongan untuk rﬁengkaji lebih mendalam mengenai
borbagal masalsh dalam hukum Islam agar tujuan dari hukum Islam dapat terlihat

dan diresakan olch semua pihak.

D. Tolash Pustaka

Grasi scbagai bentuk pengampunan hukuman dari Presiden sebagai
Kopela Negara yang merupakan bentuk penyeimbang dalam hukum pidana
karona adenya hal-hal yang scbenarnya, tetapi tidak dipertimbangkan adanya
peda sest penjstuhan hukuman oleh hakim.

Hukum pidana Islam memberikan pcluang ini dengan memberikan
wewenang kepada penguasa atau wakilnya dalam hal ini hakim untuk langsung
memportimbangkan kemaslshstan yang ada dalam setiap kasus karcna tanpa

adanya pmses hukum kembali.



Pembahasan mengenai grasi memang tidak biasa dibicarakan, karena
kebanyakan orang menganggap kewenangan Presiden ini tidak ada masalah."

Hukum pidana II, karangan E. Utrech, menjelaskan tentang hak gugurnya
hukuman yang diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Grasi adalah salah satu
dari hak gugurnya hukuman yang diatur diluar KUHP.?

Asas-asas Hukum Pidans Islsm, disusun oleh Ahmad Hanafi, di mana
dalam bab pengampunan hukuman disebutkan bahwa pembatalan hukuman
dalam hukum Islam discbabkan berapa hal, yaitu: meninggalnya pembuat,
hilangnya tempat melakukan qisas, taubatnya pembuat, perdamaian,
pengampunan, dan daluarsa. Khusus mengenai pengampunan oleh penguasa
segara discbutkan bahwa pengaruh pengampunan hanya berlaku pada pidana
Qises diyat dan tc’ﬁr, tetapi tidak berlaku pada pidana hudud.?!

Nizam al-Hukmi Fi al-Islam, karya Abdul Qadim Zallum, buku ini
mengulas tentang negara khilafah, struktur-strukturnya, aktifitas-aktifitasnya
secars sistematis. Dan juga mengulas tentang bentuk pemerintahan dalam Islam
y-' olch peaulis merupakan bentuk negara yang umik, eksklusif yang sama
M berbeda dengan seluruh sistem pemerintahan discluruh dunia.bPenyusun
juga momaparkan tentang pilar-pilar pemerintahan, struktur-struktur ncgara
khilafsh, metode mengangkatan seorang khalifah serta beberapa aspek teknisnya.

Penywsun menjclaskan tentang negara khalifah yang merupakan negara

' Sivipei Uswatwa Hasanah, “Grasi dalam Perspektif Hukum Islam..., bim. 5
2 b Utrech, Humkmm pidana I( Sursbaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), him. 79

2! Skripsi Uswatun Hasanah, “Grasi dalam Perspektif Hukum Islam..., him.7
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manusiawi (meski bukan demokrasi atau ofokrasi), bukan negara ketuhanan
(teokrasi). Buku ini juga mengulas tentang pembantu khalifah, wewenang-
wewenangnya dan juga masalah hukum syura. Terakhir dari ulasan buku ini
menjelaskan mengenai kcharaman adanya pemerintahan dalam sebuah negara.”

Skripsi Wawan Supriadi dengan judul Lembaga Pemaafan terhadap Delik
Pembunuhan, Telaah Banding antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Positif. Dalam skripsinya ini ia banyak membahas tentang lembaga-lembaga
pengampunan yang ada di Indonesia, baik grasi, amnesti, abolisi ataupun
rchabilitasi yang dibandingkan dengan pengampunan keluarga dalam kasus
pembunuhan. Ia mengkhususkan pembahasan pada pengampunan dalam pidana
pembunuhan dan sedikit menyinggung pengampunan dalam pidana 72 zir>

Buku 7he Isiamic Law and Constitusion disusun oleh Abul A’la al-
Maududi. Buku ini berisi tentang aspek-aspek hukum Islam serta upaya-upaya
koastruktif penegakan hukum Islam dalam suatu negara dan pemikiran politik
den kostitwsi Islam yang meliputi pembahasan teori polit‘ik, konsep politik al-
Qur'aa dea sunnsh dan terakhir mengenai hak-hak non,m.uslim di suatu ‘negara
Islem. mongenai masalah grasi beliau hanya menyinggung sedikit, yaitu pada
pombahasan tentang kekuasaan cksekutif dan Kepala Negara yang pada intinya
belien hupndgpd behwa grasi untuk membenarkan terhukum tidaklah terdapat

. ”MQﬂmzm-n, Sistem Pemerintahan Islam, ke. IV, Alih Bahasa. M. Maghfur
Nw'(n-ulmm,mxm7

B wWawasa Suprisdi, “Lembags Pemaafan terhadsp Delik Pembunuban: Telash
Dending astars Hukum Pidsas Islam dan Hukum Pidans Positif (Yogyakarta: Syari’ ah/PMH,
2002), him. 5
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Meski ia tidak menjadikan kekuasaan Kepala Negara sebagai ulasan
penuh dan komprehensif, namun al Maududi membahasnya dalam satu bab. Dia
menulis agar hak grasi tidak diberikan kepada Kepala Negara kecuali dalam
pidana politik. Selain pidana politik, Presiden tidak punya wewenang untuk
menurunkan grasi. Namun ulasan yang dibuat oleh al-Maududi tentang grasi
Kepala Negara ini tidak bersifat utuh tetapi hanya percikan-percikan pemikiran
yang berada dalam satu rangkaian pembahasan besar.” Ini jelas berbeda dengan
pe-olﬁiln ini yang berusaha mengkaji grasi yang ada di Indonesia dengan sudut
pendeng Figh Siyasah

Buku A/-Apkam as-Sultaniyah karya Imam al-Mawardi membahas secara
penjang lebar masalah kepemerintahan atau ketatanegaraan Islam. al-Mawardi
membebasnya secara terperinci dan lugas antara lain tentang: pengangkatan
scorang khalifsh, menteri, gubernur, panglima perang sampai dengan masalah
masalsh hubungan dengan negara lain dan tentang hukmnan—hukuman dalam
Islam. Buku ini membahas dengan sejelas-jelasnya pada masalah kekhahfahan

Buku Podoman Bernegara dalam Perspektif Islam disusun oleh seorang
wiame kenamaan dari Mesir, Yusuf Al-Qardawi. Buku ini mombshas dengan
singkst masalah politik menurut Islam yang harus tunduk kepada pemimpin
(khelifsh stau pemimpin daulah). Buku ini berkaitan juga dengan pendapat

politik den masalsh-masalah politik, di samping pemerintahan dan hukum.

% Abel A’la Al Mandudi, Hukum Tata Negara Islam, Alih Bahasa. Asep Hikmat ke.
-6 (Bandung: Mizaa, 1998), him. 10

2 pmam Al-Mawardi, ALAbkam As-Sultaniysh, Alih Bahasa. Fadli Bahri, (Jakarta:
Derul Falsh, 2000), him. 22
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Dalam buku ini, al-Qardawi memfokuskan dan menitikberatkan pembahasan
pada konsep kemaslahatan yang tidak terbatas pada pendapat pemimpin. Laporan
»téntang grasi dalam buku ini memang tidak diungkapkan secara definitif. Meski
begitu sama dengan buku di atas, buku ini juga tidak‘ memuat studi yang penuh
- tentang wewenang Presiden dalam memberikan graéi dalam kacamata figh
siyasah.

Karya berbentuk skripsi tentang grasi juga ada, yaitu penelitian
Uswatun Hasanah dengan judul Grasi dalam Perspektif Hukum Islam: Studi
IM UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Dalam skripsinya ia membahas
tentang mekanisme pengajuan grasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga grasi
di Indomcsia dan pandangan Hukum Islam mengenai pemberian grasi. Namun ia
meagkhwsuskan pada pembahasan grasi menurut UU No.22 Tahun 2002, bukan
konsop pemberian grasi secara umum. Jadi focus pembahasanya tentu tidak sama
deagan penclitian ini. Sebab objek penelitian ini lebih luas, menyangkut semua
wewenang Presiden dalam memberikan grasi.” R |

Makalsh yang ditulis J. E. Sahectapy, dengan. judul Mekanisme
Pongewasan atas Hak Presiden dslsm Memberikan Grasi, Amnesti dan Abolisi,
Pada intinya, ia mengatakan bahwa meskipun telah ada amandemen Undang-

Undang Dasar, namun karena hak grasi merupakan hak prerogatif Presiden, maka

2 Qivipsi Uswatun Hasanah, Grasi dalam Perspektif Hukum Islam. .., him.5
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Presiden tidak berkewajiban mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung
dalam putusan grasi, amnesti dan abolisi.”’

Dari penclaahan penyusun, belum ada tulisan yang membahas masalah
grasi secara khusus terutama pada grasi tinjauan figh siyasah. Sechingga
penelitian ini dapat dikatakan orisinil dan bukannya merupakan pengulangan dari
penealitian sebelumnya ataupun duplikasi (penjiplakan) dari pembahasan yang

tersaji dari literatur-literatur sebelumnya.

~ E. Keraagka Teoretik

Grasi dikenal dalam scluruh sistem hukum di dunia. sebagaiman
diketahui, grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala
Negara. Dllam kedudukannya Presiden sebagai Kepala Negara, maka walaupun
ada neschat Iiﬁ pertimbangan dari Mahkamah Agung, grasi oleh Presiden pada
dasarmya adalsh bukan suatu tindakan hukum, melainkan spatu.tindakaninon )
hukum berdasarkan hak preogratif scorang Kepala Negara. R -

Dmgm demikian grasi bersifat pengampunan berupa menglqaﬂgi
(dM stau metﬁpe_ringan pidana atau penghapusan pelaksanéan
pidana yang tehll diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi grasi (dalam bahasa
istin, Gratia) adalah semacam anugrah (di Belgia disebut, genade) dari Kepala
ﬁegtn dalam rangka meringankan atau membebaskan pidana si terhukum. Bisa

juga grasi itu ditolah oleh Presiden.

Y Makslsk ). E. Sahetapy, Mckanisme Pengawasan atss Hak Presiden dalam
Membeniken Grasi, Amaesti dsa Abolisi, (Yakarta: Rajawali pers, 1982), him. 58
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Undang-Undang tidak menentukan pertimbangan seperti apa yang harus
digunakan oleh Presiden untuk memberikan grasi, Undang-Undang hanya
menyebutkan bahwa Presiden memberikan grasi dengan mempertimbangkan
mahkamah agung. Begitu juga mengenai pertimbangan yang diberikan
Mahkamah Agung, tidak ada aturan yang pasti. Kepastian dengan adanya
Undang-Undang‘ yang baru adalah tentang adanaya pembatasan terhadap
hukuman yang dapat diajukan grasi.

Berdasarkan atas hukum, lembaga kepresidenan memiliki empat dimensi
kewenagan :

Pertama, Presiden sebagai kepala negara, berarti presiden secara simbolis
mewakili lembaga dalam upacara-upacara resmi seperti melantik duta dan konsul
den menerima duta negara lain (Pasal 13 UUD 1945). Demikian pula dalam
wpacara tanda jasa dan tanda kehormatan lain (Pasal 15 UUD 1945).%

Kodwa, Presiden sebagai kepala pemerintah (cksekutif) yang dibantu olch
mesteri-menteri negara juga memegang kekuasaan 'tértinggi atas angkatén
poerang.

Ketign, Presiden F’sebagai pemegang kekuasaan legislatif bersama DPR
mombust Undang-Undang.

Kml’msiden memegang sebagian kekuasaan yudikatif seperti hak

grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi.”

. B | Widarta, Naskeh Amssdemen UUD 1945 tahun 2002 (Yogyskarta: Pustaka
Koadi, 2003), him. 15 ' :

® R Tresaa, Peradilan dari Adad ke Adad, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), him. 148
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Menurut pemikirannya Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya yang
berjudul “Sistem Pemerintahan Islam”. Khalifah adalah negara, maka dia
memiliki semua wewenang yang menjadi milik negara. Ia memiliki
kewewenangan sebagai berikut:

1. Khalifah menjadikan hukum-hukum syara’ yang diadopsi wajib
dilaksanakan. Schingga ketika itu, semua undang-undang wajib ditaati dan tidak
boleh menyimpang dari perundang-undangan tersebut.

2. Khalifah adalah penanggung jawab politik dalam dan luar negeri
sckaligus. Termasuk memimpin kepemimpinan pasukan. Dia juga yang berhak
meagumumkan perang, damai, gencatan senjata serta perjanjian-perjanjian yang
lainnya.

3. Khalifah berhak menerima dan menolak duta-duta asing, serta
mongangkat dan memberhentikan duta-duta kaum muslimin.

4. Khalifah juga berhak mengangkat para mu’awin (pembantu
khalifsh delsm tugas-tugas dan tanggungjawab) dan wali. Mercka semua
bertanggungjawab kepada khalifah, scbagaimana bertanggungjawab kepada
majelis umat.

s. Khllifah mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan
(qadhi qudhat), dirjen-dirjen departemen, panglima perang, kepala staf serta para
komandan yang @Ma panji-panjinya. Mereka semuanya bertanggugngjawab
kepada khalifah, dan tidak perlu bertanggungjawab pada majelis umat.

6. Khalifsh juga berhak mengadopsi hukum-hukum syara’. Dengan

berpegang kepada hukum-hukum tersebut, disusunlah anggaraﬂ pendapatan dan
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belanja negara. Dia juga berhak menentukan rincian anggaran tersebut, berikut
pengeluaran yang diperlukan untuk masing-masing bagian. Baik yang berkaitan
dengan pemasukan dan pengeluaran.®
Wewenang-wewenang di atas adalah fakta bahwa khalifah adalah

pemimpin umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, untuk
mengimplementasikan hukum-hukum syara’ serta mengemban dakwah Islam di
seluruh dunia. Konsekuensinya khalifah juga punya kewajiban untuk
memnifestasikaﬂ kesejahteraan rakyat secara merata dan supremasi hukum.

| Khalifah menurut Islam adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam
mengambil keputusan. Sehingga khalifah memiliki hak serta mutlak untuk
melayani urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Hanya saja
khelifsh tidak diperkenankan menyimpang dari hukum syara’ kecuali karena
slssam kemasishatan tertentu. Khalifah tidak boleh melarang import barang-
berang dengen alasan menjaga produk dalam negeri., misalnya, Akan tetapi
khalifsh diperbochkan melarang impor barang-barang tersebut jika berdampak
pada kehaacuran perckonomian dalam negeri. Dia juga tidak bisa menetapkan
hargs barang dalam negeri dengan alasan mencegah timbulnya monopoli harga,
misalaya. Juga tidak dibenarkan khalifah memaksa pemilik barang untuk menjual
barang miliknya untuk mempermudah penduduk, misalnya.
| Di samping itu, pada dasarnya, hukum-hukum yang ditentukan syara’
kopeds khalifsh, seperti pengaturan baitul mal diserahkan sepenuhnya pada

pendapet dan ijtihad khalifah. Pendek kata, khalifah tidak diperkenankan

30 Abdul Qadim Zallem, Sistem Pemcrintahan Islam, (Bangil: Al-Izzah, 2002), him. 109
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melakukan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang mubah atau
memperbolehkan sesuatu yang haram.*!

Penjelasan lain mengenai kewajiban-kewajiban kepala negara
diketengahkan oleh al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul al-Ahkam al-
Sultaniyah. 1a menjelaskan beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh seorang
kepala negara, antara lain:

1. Memelihara agama atas dasar-dasarnya yang sudah diterangkan
al-Qur’an dan sunnah serta telah diijma’i oleh ulama’ salaf.

| 2. Menerapkan putusan hukum antara orang-orang yang bersengketa
dan menghilangkan pertengkaran antara orang-orang yang bertengkar sehingga
orang-orang yang lemah tidak tersia-siakan haknya.

3. Melindungi negara dan memelihara keamanan supaya masyarakat
dapat moncari mata pencaharian dan menjalani hidup dengan aman dan tenteram
dari tipuan dan kekacauan.

4.  Moencgakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani
melanggar hukum-hukum Allah yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan
mcmelikara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

s. Menjaga tapal batas dengan perlengkapan yang cukup, agar musuh
tidek berani menyerang dengan membabibuta dan tidak berani menumpahkan
darsh scorang warga negara, baik yang muslim maupun yang ada perjanjian
damsi dengan kita.

N Itid,. him. 117
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6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam sesudah ssesudah
kita ajak merecka memeluk Islam schingga mereka memeluk Islam atau

 membayar jizyah.

7. Memungut harta rampasan perang atau harta-harta zakat sesuai
dengan ketentuan syara’ tanpa ragu-ragu.

8. Ménetapkan ukuran-ukuran pemberian (gaji) kepada orang-orang
yang berhak menerimanya dari kas negara secara wajar, dan menerapkan
kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu.

9. Mempergunakan tenaga (mengangkat pejabat) atau orang-orang
yang dapst dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas, serta
menyershkan kekayasan ncgara kepada mercka agar semua tugas semua tugas
discrahkan kepada orang-orang yang ahli dan dipercaya.

10. Hendaklah kepala necgara selalu menyelidiki (inspeksi) keadaan
maesyarskat dan menyelesaikan sendiri segala yang harus diselesaikan agar dapat
memimpin umst dan menjaga agama, > |

Pendapat al-Mawardi, yang dimaksud dengan imam adalah khalifah, raja,

sultam stau Wa Negara. Maka dengan demikian, Mawardi (panggilan
mlya) memberikan baju agama kepada jabatan Kepala Negara di samping
baju politik. M‘enw\tnya,._?\:llah mengangkat untuk umatnya scorang pémimpin
scbagai ganti ’(k!nlifah) nabl, untuk mengamankan agama, dengan disertai

mandet polhih Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah secorang

2 tnam al-Mawerdi, al-Abkim as-Sultaniysh: Prinsip-Prinsip Penyclenggaran Negara
[Islam, Alih Bahess. Fadli Babri (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 24
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pemimpin agama dan di pihak lain adalah seorang pemimpin politik, schingga
penyeleksian secorang pemimpin dilakukan dengan dua jalan sebagai sifat dari
kehati-hatiannya memilih pemimpin, yaitu: pertama, Ah/ al-Iktiar (mereka yang
berwenang untuk memilih imam bagi umat) dan itu bukan sembarang orang
menjadi ahl al-iktiar, mereka dikenai tiga persyaratan.
1. Memiliki sifat adil.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka
mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi imam.
3. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang
mém\mgkinkan mercka memilih siapa yang cocok menjadi
-imam dan mampu dengan jabatan itu.
Kodua, Ab/ al-Imam (mercka yang berhak mengisi jabatan imam). Mereka harﬁs
memiliki tujuh syarat:

1. Sikap adil dengan segala persyaratannya

2. Nimu pengetahuan yang memadai

3. Sechat jasmani maupun rohani

4.: Utu_h‘anggota badaﬁ

5. Wawnsan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat

 dan .mengelola kepentingan umum

6 Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat™

3 Ibid, M. 37
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Sistem tata negara Islam juga memberikan hak kepada Kepala Negara
untuk memberi pengampunan hukuman kepada terpidana, nabi sendiri pernah
memberi pengampunan umum kepada seluruh penduduk kota Makkah,
sebagaimana tersebut dalam al Quran:

S W Sg) al a o g1 Ll g dny Uia Lald (B9 1 9ath b guiidl] 1) s,
Hothesl I iay O ) dpsan (4191 (0 g sy pSiiny gl (<19 ppia s Y sy

Pada dasarnya secara substantif al-Qur'an telah menyebutkan tentang
pemberisn ampunan kepada orang lain bagi mereka yang pun‘ya kekuasaan untuk
melakwkan hal itu:

3 s gk i ) gla3 ...,

361 b ghe RS D) (b 5 gt (5 ) gins o) 0 ghd3 o 1 i ) 45 ¢
T a0 (b ph gty pgd kil g e uﬁu

o ok g 380 oy f 93 sadaly gl

Nemun, hukum Islam memberikan persyaratan yang cukup banyak untuk
menjadi Kepala Negara. Di antaranya harus orang yang adil dan terpercaya, tidak
pernsh melakukan dosa besar (fasik). Jadi merupakan hal yang wajar, apabila dia
memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam masalah pidana.

¥ Mubammad ( 47 ):4

35 Al Bagarsh (2):237

% An-Nisa® (4):149
L may Tmran (3):159

3% An-Nwr (24):22
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Di samping itu tidak ada pemisahan kekuasaan dalam hukum
pemerintahan Islam, menjadikan seorang Kepala Negara Islam juga scorang
hakim yang tentu saja menguasai hukum, schingga sangat wajar apabila seorang
Kepala Negara memiliki wewenang memberi pengampunan pidana. Ditambah
lagi, apabila scorang Kepala Negara melakukan kesalahan, seluruh warga negara
berhak memberi kritikan dan berhak menurunkannya, jika kesalahan tersebut

tidak dapat dimaafkan.*

F. Metode Penclitian

1. Jenis Penelitian

Penclitian ini diolah dari penelitian kepustakaan (Library Reseach)™.
Doagan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data
yang dikumpulken berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi,
jumal, majaleh, surat kabar dan lain-lainnya yang berhubungan dengan
pormaselshen yang dikaji terpaku pada data-data tertulis.”

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penclitian ini adalah deskriptif - analitis,

artinya  dengan  mendeskriptifkan,  mencatat, menganalisis  dan

® A Djazuhi, Figh Siyasah, Implcmentasi Kemasiahstan Umat dalsm Rambu-rsmbu
Syari’sb, (Bendwag; Gwaung Jati Press, 2000), him 65-66

% Taufik Abdullsh dan M. Rusli Karum (e.d.),Mefodologi Penehmn Agama : Sebush
m (Yogyskarta: Tiarsa Wacana,1989), him.2

4 Qunardi Asi Kuato, Prosedar Penelitian sustu Pendekatan Praktek(e.d.),( Jakarta:
Rencka Cipta,1998), him.236.
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menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada 2. Dengan metode ini diharapkan
penulis dapat memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah
dan sctelah menganalisis pokok masalah, akan sampai kepada scbuah
kesimpulan.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif - sosio - yuridis.

Pendckatan ini bertujuan mendekati masalah dengan ﬁlelihat kaidah-kaidah
hukum berdasarkan norma yang berlaku, serta kejadian-kejadian atau tingkah
laku ysng terjadi pada masyarakat baik itu hukum Islam ataupun hukum
konvensional.

4, Teknik Pengolahén Data

Langksh pertama adalah mengumpulkan data-data terutama dari aspek

koleagkapan dan relevansinya dengan tema bahasan. Data-data yang
dikumpulkan di sini terkait erat dengén data sekunder dan data primer.

a Data primer yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah semua
referensi antara lain buku-buku pendukung skripsi ini sebagai
berikut: Naskah Amandemen ke IV UUD 1945, bukunya Bagir
Manen dengan judul Lembaga Kepresidenan, bukunya Abdul
Qadim Zallum dengan judul Sistem Pemerintahan Islam.

b. Data-data sekunder yaitu buku-buku scbagai pendukung data

primer antara lain: Bukunya Yusuf Al-Qardawi dengan judul

@ Mardalis, Mctode Penchitian: Suatu Pendekatan Proposal, ( Jakarta: Bumi Aksars,
1999), him.26.
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. Pedoman Bernegara, Bukunya Kohar Hari Sumarno dengan judul
Hukum Dan Ketahanan Nasional, bukunya R, Tresna dengan
judul Peradilan Dari Abad Keabad. Dan masih banyak lagi.
c. Data-data tertier yaitu suatu data pelengkap dalam menyusun
skripsi, antara lain: Koran, Ensiklopedi, Karya Ilmiah, Majalah,
Email. Misalnya: Email Handokomailto: nasionalmail2.
factsoft.de.com., Kompas: Kejaksaan Akan Eksekusi Terpidana
Yang Ditolak Grasinya edisi edisi sabtu 22 februari 2003. dan
masih banyak yang lainnya.
S. Analisa Data
Tahapan sclanjutnya adalah mengklasifikasi dan mensistemasikan
date-deta untuk kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
Langksh terakhir melakukan analisis, analisa ini dengan jalan deduktif yaitu
mencrangksn dati persoalan yang umum kemudian diformulasikan ke khusus,
sohingga lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan
disistemasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-
komsop pondekatsn yang sesuai schingga memperoleh analisis berdasarkan

ursisn-uraian yang telah ada.*?

" G. Sistomatika Pombehasan
Penclitian ini tediri dari lima bab.

4 Swtrisso Bnﬁ,,.'.Melodoloy' Reseach, (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas
Ehosnomi UGM, 1988), kim .36



24

Bab pertama yang merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoretik,
metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berbicara secara umum tentang grasi dalam ketatanegaraan.
Dalam sub babnya akan diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum grasi,
wewenang dan tugas Presiden, mekanisme grasi di Indonesia. Diharapkan dari
bab ini akan ada kej‘elasan duduk persoalan mengenai grasi schingga tidak
menimbulkan salah paham. Dari sini penyusun lantas melangkah pada bab ketiga
yang meagulas tentang grasi dalam Figh Siyasah, wewenang Kepala Negara
delam Islam dalam bingkai figh siyasah.

Dalam bab ketiga penulis menguraikan grasi dalam Islam, wewenang dan
hak serta hewajibm Kepala Negara dan kebolehan seorang Kepala Negara untuk
memberi peagampunan hukuman. Dalam bab ketiga ini diharapkan adanya
kejelasan slasan mengapa Kepala Negara Islam boleh memberikan pengampunan
hukuman.

" Beb keompet merupakan analisis dari bab-bab scbelumnya. Dan bab
ompat ini akan dijelaskm mengenai bagaimana grasi dalam perspektif Figh
Siyassh. Kemudian akan dikaji pula mulai keabsahan, meckanisme pemberian
_ ’ﬂ den bel'hgai pcﬁhnbangan dalam pemberian grasi. Bab ini merupakan bab
wm borussha mondalann secara serius grasi dengan sudut pandang figh
siysash. |

. Bd: kelhmmempaknn -bab penutup dari skripsi ini yang berupa



BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan

Dari berbaggi uraian yang sudah dipaparkan pada bab-bab seﬂblumnya,
maka kami sampai pada kesimpulan:

1. Wewenang presiden untuk memberikan grasi sebagaimana telah
diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dapat dibenarkan dan
_men'dapatkan.legitimasi dalam hukum Islam. Karena wewenang ini mengandung
banyak unsur positif, tanpa bermaksud mengabaikan dimensi negatifnya.
Pemberian grasi bisa dikatakan merupakan manifestasi dari kemaslahatan kalau
" didahului bbébejr'ap'a pertimbangan untuk kepentingan semua kalangan yang
tersangkut dalam sebuah kasus. Pengecualiannya adalah dalam suatu ekonomi
terjepit yaitu pa;la masa ‘khalifah ‘Umar, beliau memberikan suatu peringanan
| , hukuman kepada seoran'g: pelaku pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai
hmdasan érgumentasinya. Tetapi pemimpin tidak bisa semena-mena dalam
l;'lenelm'kah képutusaﬂ grasinya, harus ada kontrol dari beberapa pihak yang
berkompeten gmia menjaga agar wewenang ini tidak disalahgunakan.

2 : Mekanisme atau prosedur pengajuan grasi yang telah diatur dalam
| UU No. 22 tahun 2002 Tentang Grasi yang melibatkan instansi peradilan

scbagaimana telah dijelaskan oleh Undang-Undang tersebut, schingga

"+ peértimbangan itu harus diberikan kepada orang yang berwenang yaitu pihak yang

*"  lebih memahami kasus hukum dalam pemberian grasi. Grasi perlu mendapatkan

sorotan tajam dari hukum Islam. Karena tanpa mengindahkan pertimbangan ini,

77
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presiden yang tidak tahu duduk persoalannya bisa berlaku seenaknya dengan

mengeluarkan grasi atau tidak.

B. Saran-§aran

1.

Wewenang presiden untuk memberikan grasi yang pada

prakteknya terkadang rawan disalahgunakan perlu mendapatkan pengawasan dari

semua pihak di alam demokrasi seperti ini, antara lain: pihak pemerintah, pihak

yudikatif dan pjhak mahasiswa.

2.

a. Pihak pemerintah. Dalam memberikan grasi seharusnya melihat

pihak korban maupun pihak terpidana supaya dalam
pemutusannya tidak ada ketimpangan-ketimpangan yang
memberatkan salah satu pihak dalam arti ada rasa keadilan yang

sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat.

. Pihak yudikatif. Dalam pembuatan undang-undang grasi

sebaiknya pensosialisasiannya bukan hanya pada pengadilan saja
melainkan melalui media massa maupun media elektronik
schingga masyarakat tidak awam lagi. Dan selanjutnya dalam
proses pengajuan pemberian grasi setelah terpidana diputus, sccara
langsung jaksa mengajukan grasi pada instansi yang berwenang
schingga terpidana tidak terkatung-katung menunggu lamanya
proses pemberian grasi.

Wewenang pemberian grasi ini tetap dipertahankan sebagai

penycimbang dari hukum pidana seperti tujuan awalnya, hendaknya
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pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam memberikan grasi ini perlu
mendapat kejelasan yang paling jelas dengan menitik beratkan kemaslahatan bagi
terpidana maupun korban.

3. Hal yang lebih tepat adalah memberikan hak ini kepada presiden
dan selaku Mahkamah Agung memberikan saran-saran yang membangun dengan
mengindahkan segi positif maupun negatif. Sebagai lembaga peradilan tertinggi
yang mempunyai wewenang untuk meninjau kembali semua putusan, dan lebih
memghami, seluk beluk hukum, juga sebagai wujud dari asas peradilan bebas yang
dianut vnegara Indonesia. Namun inipun terbatas meninjau kembali, bukan hak

tanpa batas.
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Bab 1

TERJEMAHAN

No

Him

Fn

Terjemahan

15

Schingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka
tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan
mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.
Demikianlah apabila Allah menghendaki niscay Allah akan
membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian
kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang
gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan
amal mereka

17

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa
yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

34

Schingga apabila kamu telah mengalahkan mercka maka
tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan |
mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. h
Demikianlah apabila Allah menghendaki niscay Allah akan
membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian
kamu dengan scbagian yang lain. Dan orang-orang yang
gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan

'| amal mereka

20

Dan pemaafan kamuitu Iebxh deckat kepada taqgwa

Bl

20

Jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan

ataw memaafkan suatu kesalahan (orang lain) maka

scsungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa

37

Karena itu maafkantah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu

20

38

Dan hendaklah mercka memaafkan dan berlapang dada.
Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang




BAB I

No Him

Fn

Terjemahan

14

Dan berikanlah ampunan dalam delik pidana yang terjadi di
antara kalian. Karena kalau sebuah delik pidana telah sampai
kepadaku maka akan dilaksanakan hukumannya.

17

Wahai wahab, mengapa sebelum kamu datang kepadaku
maka nabi tetap memotong tangan pencuri tersebut

18

Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia
akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan
barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia
akan memikul bahagian (dosa) daripadanya. Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu.

21

Aku tidak pernah melihat nabi SAW apabila diajukan
kepadanya perkara yang terdapat di dalamnya gishash
kecuali memerintahkan untuk memaafkannya

25

...Barang siapa membunuh seorang mu’min dengan tidak
sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang
beriman dan membayar diyat kepada keluarga terbunuh,
kecuali jika keluarga terbunuh mensedeckahkan (memaafkan
dari membayar diyat).

26

...Sesungguhnya perbuatan perbuatan yang baik itu
menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk.

Fan

Terjemahan

7
*F

14

Dan hindarilah penerapan hukuman hudud atas kaum

muslimin semampu kalian dan jika dia ada jalan keluar maka

‘biarkan dia menempuh jalannya.

67

15

Ta’zir itu berlaku karena kemaslahatan

67

16 -

Maafkanlah kesalahan-kesahalan orang yang mempunyai
kepribadian baik kecuali hal yang mewajibkan hukuman had.

19

...Dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaklah kamu menghukumi dengan adil..

S 15

23

Dan barang siapa yang membunuh secara zalim, maka
walinya berhak untuk menuntut balas tetapi jangan melebihi
batas dalam membalas pembunuhan. Sesungguhnya dia akan
ditolong
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bin Ibrahim-Mugirah bin al-Bardizah al-Jafy al-Bukhari. Lahir pada hari Jum’at
tanggal 13 syawal 194 H di kota Bukhara. Ia bersama keluarganya menunaikan
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usahanya mencari hadis-hadis Nabi saw, sama seperti yang dilakukan oleh para
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Mesir, Syam, Irak dan Khurasan. Di Khurasan ini, ia belajar kepada Yahya bin
Yahya dan Ishaq bin Rahawiyah, di Hijaz ia belajar kepada Sa’id bin Mansur dan
Abu Mus’ab, di Mesir ia belajar kepada ‘Amr bin Sawad dan Harmalah bin
Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad bin
Hanbal dan Usman bin Abi Syaibah dan Imam al-Bukhari. At-Tirmidzi, tokoh
hadis terkemuka adalah muridnya. Karya-karya Imam Muslim antara lain; a/-
Jami’, al-Afrad wa al-Wahdan, al-Arqan, Masyaikh as-Sauri, at-Tabaqat, al-‘llal,
Tasmiyah Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu’bah, al-Musnad (kitab kajian
khusus tentang perawi hadits), a/-Kunyah wa al-Asma, (kitab ini sampai tahun
1980 masih berupa manuskrip dan terdapat di perpustakaan Damaskus, Syiria,
terdiri dari 35 halaman, ini menurut catatan Khairuddin az-Zikhli) dan kitab al-
Jami’ as-Sahih atau terkenal dengan nama Sahih Muslim. Menurut Imam an-
Nawawi, kitab sahih Muslim ini merupakan kitab yang terbaik di masanya dari
sogi sistematikanya, meskipun dari segi tingkat kesahihannya masih berada pada
tingkat kodua sctelah Sahih al-Bukhari, Imam Muslim wafat pada hari Ahad, 25
Rajab 261 H/874 M di kota Nisabur.

3. IBNU TAIMIYYAH

Ibnu Taimiyah bernama lengkap Tagiyuddin bin Taimiyah. Ia dilahirkan
pada hari Senin tahun 661 H di Harran. Ibnu Taimiyyah telah menghabiskan
masa kanak-kanaknya yang.pertama di Harran, kemudian keluarganya pindah ke
Syam karcna scrangan tentara Tartar ke Harran. Keluarga Ibnu Taimiyah
menetap di Qasyun dan ayshnya menjadi guru besar pada sebuah sekolah Darul
Hadis sampai meninggal. Ibnu Taimiyah menyempurnkan pelajarannya dalam
asuban ayahnya, kemudian ia belajar pada beberapa guru besar lainnya. Pada
wmumnya ia mahir dalam pelajaran Iilmu Kebudayaan Arab dengan segi-seginya.
Karena adanya perang dengan bangsa Mongol pada masa itu, maka tidak dapat



diclakkan Ibnu Taimiyah pun ikut mengangkat pedang dan akhirnya wafat di
penjara Damaskus pada tahun 728 H.

4. ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah secorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum
Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1930 dan scbagai mahasiswa terbaik.
Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim
yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan
revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh
Jenderal M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri di
tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8
desember 1954, bersama lima orang lainnya. Di antara hasil karyanya adalah;
Kitab at-Tasyri’ al-Jinai al-Islami dan al-Islam wa Auda’ al-Islami.

5. ABUL A’LA MAUDUDI

Sayyid Abul A’la maududi merupakan salah secoerang pemikir dan
perombak sosial terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad
(Hyderabad, Deccan, india), pada tanggal 25 september 1903 dan mulai karir
kemasyarakatannya sebagi secorang wartawan pada tahun 1020. pada usia tujuh
belas tahun, beliau menjadi redaktur harian Taj, Jabalpur dan kemudian redaktur
al-Jamiat, Delhi. Tahun 1929, beliau menerbitkan karyanya yang monumental
dan cemerlang, Al-Jihad fi al-Islam. Kemudian beliau pindah dari Delhi ke
Hyderabad dan pada tahun 1932 mulai menerbitkan tarjumah al-quran-jurnal
bulanan yang dipersembahkan untuk kebangkitan kembali Islam. Pada tahun
1937, Muhammad Igbal mengirimkan surat kepadanya untuk pidah ke Punjab
ager bisa membantunya dalam karya riset raksasa rckontruksi dan kodifikasi
yurisprudensi Islam. Setelah pembagian Pakistan-India, beliau mencanagkan
gerakan konstitusi Islam dan Jalan Kchidupan Islam, serta kemudian ditahan
pada tanggal 4 Oktober 1948. dibebaskan kembali pada Mei 1950. opada tahun
1953 beliau divonis mati dengan tuduhan gelap, namun diremisi menjadi
bukuman seumur hidup. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung beliau
dibebaskan pada tanggal 28 April 1955. untuk ketiga kalinya beliau ditahan pada
tanggal 6 Januari 1964 dan tanggal 9 Oktober 1964 dibebaskan. Keempat kali
beliau ditahan lagi pada tanggal 29 Januari 1967 dan kemudian dibebaskan pada
tanggal 15 Maret 1967.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG GRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan,

Mengingat:

peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana
yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan
pengadilam yang telah menperoleh kekluatan hukum tetap,
terpidana dapat mengajukan permohonan grasikepada Presiden.

bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi
Republik Indonesia Serikat dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan  ketatanegaraan dan  kebutuhan  hukum
masyarakat.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

L

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Grasi.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang
dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
perubahan Atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1970 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Unsdang ini, yang dimaksud dengan:

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,
atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh
Presiden.

3 Terpidana adalah sescorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II
RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI

Pasal 2
1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara scumur hidup, penjara
paling rendah 2 (dua) tahun.

3. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal:
a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah
lewat dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau
b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi
pidana penjara seumur hidup dan telah lewat wakiu 2 (dua) tahun sejak
tanggal keputusan pemberian grasi.

Pasal 3
- Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi
terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pasal 4
1. Presiden berhak mengabulkan atao menolak permohonan grasi yang
diajukan terpidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sctelah
mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung,



2. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:
a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
b. pengurangan jumlah pidana; atau
¢. penghapusan pelaksanaan pidana.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN GRASI

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 5
1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau
hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.

2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak
terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara
tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat

pertama.

Pasal 6
1. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada
Presiden.

2. Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

3. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat
diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7
1. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap.

2. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi
oleh tenggang waktu tertentu.

Pasal 8
1. Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau
keluarganya, kepada Presiden.



2. Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat
pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

3. Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga
Pamasyarakatan tempat terpidana menjalani hukuman..

4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala
Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala
Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut
kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang
memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya,

Bagian Kedua
Penyelesaian Permohonan Grasi

Pasal 9
Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara
terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10
Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada
Presiden.
, Pasal 11
1. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

2. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.

3. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya
pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12
1 Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka wakta paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya
Keputusan Presiden.

2. Salinan keputuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:



Mahkamah Agung;
Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
Kejaksaan negori yang menuntut perkara terpidana; dan

Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani
pidana.

/oo

Pasal 13
Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan
permohonan grasi, pidana mati fidak dapat dilaksanakan sebelpm K¢putusan
Presiden tentzmg penolakan perm 1gnan grasi diterima oleh terpidgna.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14
1. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan
permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu ‘antﬂrg keglua
permononan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan feninjgpan
kembgli diputus lebih dahulu. f

2. Keputysan permohonan  grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)bulan terhitung
sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

3. Ketentuan tentang tata cara penyelesaiah permohonan grasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum
berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Permohonan Grasi (Lembaran negara Republik Indonesia Serikat Tahun
1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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